
BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah di periksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang No 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 No 62, tambahan Lembaran Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3988);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
pembentukan Daerah Kabupaten Ogan Kemering Ulu
Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan
Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
152,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5137);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara



Nomor 4090);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakolan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4540);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4570);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4575);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);



21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5165);

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan
Keuangan Daerah;

25.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Ilir Tahun 2016 Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 9 Tahun
2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1) Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memuat :
a. Laporan realisasi anggaran
b. Neraca;
c. Laporan arus kas;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f. Laporan Perubahan Ekuitas;dan
g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah
/perusahaan daerah.



Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a
Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan………………Rp. 1.363.217.799.739,98
b. Belanja…………...………Rp. 1.355.054.713.196,81

Surplus (defisit)….…… Rp. 8.163.086.543,17
c. Pembiayaan………

- Penerimaan…….. Rp. 23.529.908.937,94
- Pengeluaran……..Rp. 798.722.000,00

Pembiayaan Netto……Rp. (22.731.186.937,94)

d.sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa)
Rp. 30.894.273.481,11

Pasal 3

Uraian laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai
berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 285.915.666.534,94 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.649.133.466.274,92
b. Realisasi Rp. 1.363.217.799.739,98

Selisih lebih/(kurang) Rp. 285.915.666.534,94

(2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 316.808.562.016,05 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.671.863.275.212,86
b. Realisasi Rp. 1.355.054.713.196,81

Selisih lebih/(kurang) Rp. 316.808.562.016,05

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp(30.892.895.481,11) dengan rincian sebasai berikut:
a. Surplus /defisit setelah perubahan Rp. (22.729.808.937,94)
b. Realisasi Rp. 8.163.086.543,17

Selisih lebih/(kurang) Rp. (30.892.895.481,11)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.
(100.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp. 23.529.808.937,94
b. Realisasi Rp. 23.529.908.937,94

Selisih lebih/(kurang) Rp. (100.000,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.
1.278.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan

Rp. 800.000.000,00
b. Realisasi Rp. 798.722.000,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 1.278.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.
(1.378.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan

Rp. 22.729.808.937,94



b. Realisasi Rp. 22.731.186.937,94
Selisih lebih/(kurang) Rp. (1.378.000,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun
2017 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 1.927.767.856.283,98
b. Jumlah kewajiban Rp. 73.138.979.764,59
c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.854.628.876.519,39

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017, sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2017
Rp. 23.529.808.937,94

b. Arus kas dari Aktivitas operasi
Rp. 354.161.134.253,17

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset
Non Keuangan Rp. (345.998.047.710,00)

d. Arus kas dari aktivitas Pendanaaan
Rp. (798.722.000,00)

e. Arus kas dari aktivitas transitoris
Rp 0,00

f. Saldo kas akhir per 31 Des 2017
Rp. 30.907.861.895,11

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal I huruf d yang
berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
a. Jumlah Pendapatan Rp. 1.369.456.060.446,29
b. Jumlah beban sebelum defisit

dan beban luar biasa Rp. 1.631.831.814.357,13
Surplus/defisit dari operasi Rp. (262.375.753.910,83)

c. Jumlah surplus/defisit dari
kegiatan Non operasional Rp. 0,00
Surplus /defisit sebelum pos
luar biasa Rp. (262.375.753.910,83)

d. Jumlah Pos Luar biasa Rp. 0,00
Surplus defisit Rp. (262.375.753.910,83)

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal
I huruf e per 31 Desember Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 23.529.908.937,94
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan

Pembiayaan tahun berjalan Rp. 23.529.908.937,94
c. Subtotal (a-b) Rp. 0,00



d. Sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran (SILPA / SIKPA) Rp.30.894.273.481,11

e. Subtotal (c + d) Rp.30.894.273.481,11
f. Koreksi kesalahan pembukuan

tahun sebelumnya Rp. 0,00
g. Lain-lain Rp. 0,00

Saldo anggaran lebih akhir (d+e+f ) Rp.30.894.273.481,11

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal I huruf f
untuk periode yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2017 adalah
sebagai berikut:
a. Ekuitas Awal Rp. 2.193.276.856.627,00

b. Surplus/defisit LO Rp. (262.375.753.910,83)

c. Koreksi tambah ekuitas Rp. 7.235.234.392,00

d. Koreksi kurang ekuitas Rp. 83.507.460.588,77

e. Total Koreksi Rp. (76.272.226.196,77)

f. Ekuitas Akhir Rp. 1.854.628.876.519,40

Pasal 9

Catatan atas kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun
Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif
atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

:

:

:

:

:

Laporan realisasi anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah , organisasi
program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka
pengelolaan keuangan negara;



b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI

Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Lampiran XX

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan
sampai dengan akhir tahun dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati Ogan Ilir menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Ogan
Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2018

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN ( /OI/2018)



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Ogan
Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M.ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN ( /OI/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR,SH.,M.Si
PEMBINA Tk.I / IV.b
NIP.196311111985031007


